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BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

NOMOR 2 TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan objek retribusi tempat 

pelelangan ikan dan perubahan tarif retribusi, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 

perlu diubah dan ditinjau kembali; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah  tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Tempat Pelelangan;  
 

Mengingat        :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822);  

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073); 

4. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 

Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4230); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 

Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 

Nomor 4 Seri D); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

dan 

BUPATI BULUKUMBA 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 18 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut: 

 
 

1.  Ketentuan angka 3 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 

perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 

diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 
7. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah 

tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan 

berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi 
perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, yang sebahagian 

berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan. 

8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum 
dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai 

pemenang.  

9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat 
penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara 

lelang termasuk PPI yang berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan. 

10. Organisasi adalah Koperasi Perikanan/Koperasi Unit Desa (KUD) yang 

bergerak dibidang usaha Perikanan. 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan pribadi atau badan hukum. 

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
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16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 

kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan 

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB 

yang diajukan oleh wajib retribusi. 
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

22. Penyidik  Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 

2.  Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 14 
 

(1) Tarif pemanfaatan lahan di gedung pelelangan ikan sebagai berikut : 
a. Luas 1 m2 – 25 m2

  Rp50.000,00 

b. Luas >25 m2 – 50 m2 Rp100.000,00 

(2) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas TPI berupa 

bangunan/tanah sebagai berikut: 

a. bangunan sementara per m2/ bulan Rp1.000,00  
b. bangunan semi permanen per m2/bulan Rp1.250,00 

c. bangunan permanen per m2/bulan Rp.1.750,00 
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d. tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per m2 per etmal 

Rp100,00 
e. ruangan terbuka yang tidak beratap per m2 per etmal Rp100,00  

f. ruang terbuka yang beratap per m2 per etmal Rp350,00  

g. tempat penumpukan barang ruang terbuka, beratap terbuka per 

m2 per etmal Rp500,00 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bulukumba. 

 

Ditetapkan di Bulukumba 

pada tanggal  27 Desember 2019 

 

BUPATI BULUKUMBA,                     

    
           ttd 

                 

A. M. SUKRI  A. SAPPEWALI 
 

 

Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal  3 Januari 2020 

 

SEKERTARIS DAERAH BULUKUMBA, 
      

       ttd 

 
A. B. AMAL. 

 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 2 

 

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.002.2.20 
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PENJELASAN 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

NOMOR 18 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN  
 

I. UMUM 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelago state) terbesar 
di dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia 

yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 

(ZEEI) seluas 2,7 km2, dan laut territorial indonesia seluas 3,1 km2. Selain 
itu, terbesar didalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, 

dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih 

kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan 

baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, 
khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok 

ikan yang terbesar di seluruh perairan Indonesia. 

Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai 128 km, 
dengan hasil tangkapan 3.000 ton per tahunnya pada sektor penangkapan 

dan 1.200 ton per tahun pada sector budidaya. Mengacu dari data tersebut, 

maka sangat memungkinkan sector perikanan dijadikan sebagai lahan 

usaha bagi masyarakat pada umumnya dan bagi nelayan pada khususnya. 

Seharusnya kekayaan potensi sumber daya ikan dapat 

meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, khususnya masyakat 
nelayan sebagai pelaku utama dalam dunia perikanan. Perkembangan 

usaha perikanan di Kabupaten Bulukumba sangatlah baik, ini terbukti 

dengan banyaknya pelaku usaha perikanan yang ingin mengembangkan 

usahanya, melihat realita tersebut maka pemerintah daerah sebagai 
pemegang kebijakan mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi 

tempat pelelangan ikan yang selain mengatur mengenai retribusi juga 

pengelolaan TPI dan PPI yang ada di Kabupaten Bulukumba. 

Peraturan daerah ini, disusun sebagai dasar atau pedoman dalam 

pengelolaan PPI dan TPI di Kabupaten Bulukumba serta acuan dalam 

pemungutan retribusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi TPI merupakan salah 

satu kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba  Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bulukumba (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 58) perlu dilakukan 

penyesuaian. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup Jelas 
Pasal 2 
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 Cukup Jelas 

Pasal 3 
 Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 
 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 
Pasal 7 

 Cukup Jelas 

Pasal 8 
 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup Jelas 
Pasal 10 

 Cukup jelas 

Pasal 11 

 Cukup jelas 
Pasal 12 

 Cukup Jelas 

Pasal 13 
 Cukup Jelas 

Pasal 14 

 Cukup Jelas 
Pasal 15 

 Cukup Jelas 

 
Pasal 16 

 Cukup jelas 

Pasal 17 

 Cukup Jelas 
Pasal 18 

 Cukup Jelas 

Pasal 19 
 Cukup Jelas 

Pasal 20 

 Cukup Jelas 
 

Pasal 21 

 Cukup Jelas 
Pasal 22 

 Cukup Jelas 

Pasal 23 

 Cukup Jelas 
Pasal 24 

 Cukup Jelas 

Pasal 25 
 Cukup Jelas 

 

Pasal 26 
 Cukup Jelas 

Pasal 27 

 Cukup Jelas 
Pasal 28 
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 Cukup Jelas 

Pasal 29 
 Cukup Jelas 

Pasal 30 

 Cukup Jelas 

Pasal 31 
 Cukup Jelas 

 

Pasal 32 
 Cukup Jelas 

Pasal 33 

 Cukup jelas 
Pasal 34 

 Cukup Jelas 

Pasal 35 
 Cukup jelas 

Pasal 36 

 Cukup jelas 

  
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 

 


